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PERATURAN DAERAO
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

s

BiPATI NATUNA,

hahwa untuk melaksanakan ketentwan pasal 181 eyat (1) Undang-undang
Momor 32 Tahun 2004 tentzng Pemeérintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Momor 3 Tahon 2003
Tentang Perubahan Undang-undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Dearah Menpgajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaren - Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD untuk

memperslch perselujuan bersama;

. hahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapalan dan

Bealanja Daerah 2APED) yanp diajukan sebagaimana dimaksud dalam
hurul” a, merupakan perwujudan dari Rencana kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2007 yang dijabarken kedalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Angearan yang telah disepakati bersama antara
I*emerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal...... bulan.....tahun 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Ra.ncanﬁ_un Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Deerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007,

Undang-undang Momor 12 Tahun F985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3312) sebagaimana telah diubeh dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 1994 (Lembaran  MNegara Republik Indonesia

Tahun 1994 Momor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran MNegara 3685) sebagaimana telzh diubah dengan
Undlang-Undang MNomor 34 Tahim 2000 (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4044); :
U“.jﬂng.undang Momor 21 Tahun- 1997 Lentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Banpunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);

Undang-undang Womor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
vang bersil dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran



Meparn Hepubilk lidossesia Tabun 1999 Nemor 75, Tombahan Lembiaran
Mepara Repuhlik ndonesin R [RIRRILL§ EH"'-'I 4

A, |.||1.,|.'|:|.|.~,-||r|:||l||;.-, Mosnur 3Tl 20D fendug Ferulmhinn wlas Llndnngs
unddang, MNomor 0 51 Tabun 1999 tentung  Pembertukan Kabupaten
Pelalownit, Babigiten Bokain Tould, Kebupoien Rokan Hilr, Kabupaien
Siak, HKobupaten Karmon, Kebopsten  Natung,  Kobupaien Kuantan
Sinpiongd, o Koty Wastwn (Lendarn Neggira Tabun 1992 Nomor - 181,
Fambishan Lembarn MeperaTatnm 1999 Nonwe 35852,

i lslmgeoedang, BMomsw 1T Tohon 2 jentong Kewangon Nﬂﬂum
{lambsrn Negara Repehlik Indonesin Tabun 2003 Nomaor 47, Tambahan
lLembnran Megira Republik Tndonesi Nomor 4286),

7. Undang-undang Nemor | Tahon 2004 tentang Perbendaharann Negara
(Lembaran Negars Republik Indooesin Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
Lembiran Megara Republik Indonesin Momaor 4355);

8. Undanp-undang Momor 10 Tohen 2004 tenlang Pembentukan Peraturan
Perundang=undangan {Lembarun Negarn Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 83, Tambalin Lembirn Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

9. Undang-widang Momor 15 Talen 2004 teniang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tangpung Juwab Kewangan - Nepara (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tohun 2004 Nomor 66, -Tambalan Lembaran MNegara Republik
Incdonesin Momor 44040),

1, Undang-undang Momer 25 Tahun 2004 tentang  Sistem  Perencanaan
Pembunpunan National (Lembaran Negarn Republik Indonresia Tabun 2004
Nomor 104, Twembahan Lembaran” Megara Republik Indonesia Momor
4421); N

11. Undang-undang Noemer 32 Tahun- 2004 tentang Pemerintahan  Dacrah
{L.embaran Mepara Republik Indonesia Tohun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indoncsin Nomor €437) sebagaimana telah
diubah dengan Undanp-undang Momoer 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggunti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
ientang  Perubahan  Undang-umilang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerinlah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Talun 2005 Momor 108, Tambahan Lembaran Mepara Republik
Indonesis Momor 4348}, -

12. Undonp-undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewvanpgan
antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indon=sia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

13, Pernturan Pemerintah Momor 207 Tahun 2001 lentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelengparaan . Pemerintah Daerah (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tubun 2001 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4000},

|d, Peraturan Pemerintah Nemor 63 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
{L.embaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 38);

15, Peraturan Pemerintah Womor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{l.embaran MNegara Republik lndnngsia Tahun 2001 Momor 119, Tambahan
|.embaran Negara Republik Indonesia Nemor 413%),

| A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dian Kevangan Pimpinan dan Anggota DPRD {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,-Tambahan Lembarar Negara Republik
Indoncsia Momor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemnerininh Momor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Pemcrintah
Momor 37 Talon 2005 wotang Peribahan aias Peraturan pemerintah Momor
24 Tahun 2004 teatang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 94, “Cambahon Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 454000; 1

Peraturan Pemerntoh Momor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan kenangan
Dadan Lavanan Umem {(Lembaron Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonezia Nomor 4502,

Poraluin Pemerintoh Nomor 24 Tohun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomar £503);

Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Momor 4573);

Peraturan Pemerintah Momeor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuonpan Daerah (Lemburan Nepara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 138, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
a576):

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Megara Republik [ndonesia Nomor 4377);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 temiang Penpelolaan

Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 140, Tamhbahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
4578); -

Peraturan Pemerintab Momor 65 Tahon 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Pencrapan Standar Pelayanan-Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4383 );

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaparan Keuangan
dan Kinerju Insiansi Pemerintah (Lembaran Mepara Republik Indonesia
Tahun 2006 Momor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 46147,

. Peraturan Menieri Dalom Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Deerah Kabupaten MNatuna Momor_ ... Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengeloinan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angparan 2007,



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DARRAT KANUPATEN NATUNA TENTANG
ANGOARAN PENDAPMATAN DAN BELANJA  DAERALL
TAHTIN AMGGATRARN 2IHIT7

Pasgall
Anggaran Pendopetan  dan Belanja Daetal Talwn Auggaran 2008 schagai berikut

I, Pendapatan Ducrah Rp, 124731 3.500.000,40
= Belanjo Dacrah [ 1S 0H E0, Eh 00)
Sarplus! {Defisit) Rp. (672.686,500.000,00)
Y PPembioyoan Diseroh :
g, Penerinupmn Fp.  B46.050.066.64R 00
b Pongeluaran M_&@;LHJEJ.LHI!LUE
Pembiayaan Netio Rp 75%9.050.006.648.00

Riga Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan ; Rp 8636356664800

Pasal 2

(13 Mendapatsa Dacrah sehagaimana dimaksud dalam Pasal | terdin dan
it Pendapatan Asli Dacrah seiumiah Rp. 18.249.500.000,-
h. Dana perimbangan sejunlah Rp. 1.1 O8. 734 000,000,
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sab sejumlah Ep. 10.330.000,000,-

{2) Pendapatan Asli Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dori jenis

pendapatan : )
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 650.000.000,-

h. Ratribusi daerah sejumlah Rp. 473,501.000,-

Husil pengelotaan kekayaan ducrah yong dipizahkan sejumlah Rp, 10.200.000.000, -

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sejumlah Rp, 35.926.000.000,-

Ead
h

il
(3} Dana perimhangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) burul b terdii  dari jenis
pendapatan ; . . .
. Dana bapi basil pajak { bag hasil bukan pajek sejumlah Rp. 1.039.329.000.000,-
h. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp, 159.405.000.000,-
e D sbokast khusus sgpumlbah Rp. -
{43 Lain-lain pendapatan daerah yang ssh schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri
dleri jenis pendapualon ;
Hibah sejumlah Rp. 1000000060, _
Dana darural sejumlah Rp. -
Drana hags hasil pajak sejumlah Rp, 6,850 000000 -
Nana Penyesunion dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
Boatuan Kevangan dari Provinsi dan dari pemerintah lainnya sejumlah Rp. -

res g
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Pasal l

1 H-l."ill'lj-Il Pacrah sebagaimana dimaksud dulam Pasal | terdici dari
. Belanje Tidak Langsung sejumiah Rp. 402.839.585.791 31,-
b Belanis Lanpsung sejumlah Rp, 1.497.775.375.208.69.-

(23 Belanin Tidak Tonpgsugg sechagaimana dimaksud pada-ayat (1) huref o tesdici dari jeis
el
i idclanga pepawa sepumlah Rpo F8 156660475031 -

h. Dulanja bunga sejumlah Rp. -

¢ Delonja subsidi sejumlah Rp. 31 130661041 -

il Pelonja hihakh sejumiah Rp, 70.940,000.000,-

¢. Belunjn banuan sosial sejumlah Rp. 67.455.000.000,-

[ Delanja bugi hasil sejumlah Rp. -

g Brlanje bantuan kevangan sejumlah Rp. 45,238 260,000
h- Relanpn lidak terduga sejumleh Rp, 6.500.000.000,-

(3) Belanja Longsung sebagaimana dimaksud pada ayat | huruf b terdiri dari jenis belanja :
i DBelonga pegawai sejumlah Rp. 100.388.709.737,- —

b. Helania barane dan jasa sejumlah Rp. 393.100.984.029. -

. Balania modai sejumich Rp, 1.004,285,68 ] 442.69,.-

Panal 4

(1} Pemhiayaan Daerah sebagaimana dimaksed dalam Pasal 1 terdin dari :
B Penorimaan sziumlah Ry, 1692 100,133,794,
b. Pengelunran sciumlah Rp, 192.748.605,648,-

(23 Penerimaan sebagmmann dimaelisud pada avar [1) hurol ocolerdin dart jenis pembiayaan

0. Risu lehih

Perhitungan  anggaran Tahun Angearan sebelumnya (SILPA) sejumlah

Rp. 1692, [H.133.296,-
ts, Pencairan dana cadangan seiumiah Rp. -
c.  Hasil penpunslun kekayaan daersh vang dipisahkan sejumiah Rp. -
d. Penenmsan Fingaman daerah sejumlah Rp. -
e, Penerimain kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
[ Perncrimaan piutang dacrah sejumlah Rp -
{3} Penpeluaran schageimana dimaksud pada ayat (1) hurel b terdin dari jenis pembiayaan :
a.  Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
b, Penyertsun Modal {investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 177.748.605.648, -
¢, Pembayarn polok utang sejumlal: Rp, -
d. Pemberian pingaman daerah sesjumlah Rpo 1 5.000.000.000,-

Pasal § -

Upsizn Lehib Lanjul anggaran pendapatan dan Belanja Davrah scbagaimanan dimaksud dalam
prisal 1. tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
daerali ini, Lerdiri dari

[
&

5
1

Iampiran |
|.amparan 1l
.amipiran 11

Lampiran IV
lLampiran V
iy W1

amspiram VI
[ampiran VI

Ringknsan APBD,

[Lingkasan APBD menurut Urusan Pemerintaban Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD  menurut LUrusan Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembizyaan;

Rekapiulasi Belanja menurul Urusan Pemerintaban Daerah, Organisasi,
Progrsm dan kegiatan;

lLekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
I'emerinishan Dacrah dan Fungsi dalmn Kerangka Pengelolasn Keonangan
Mepars;

Ialtar Jumlah Pepawa Per Galongan lim Per Jabatan;

Daftar pivtang dacruh;
Paltar penyertann modal (invesiasi) daerah;



4 | ampiran X [Dafar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

0. Langpiran X [Jaflar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

11, lampiran X]  Dafar kegiatan-kegiatan tehun anggaran  sebelumnya yang belum
diselesikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran imi;

12 Lampiran X11  Daltar dana cadangan daerah; B

3. Lampiran X111 Daltar pinjaman doerah dan obligasi dacrah.

P

Pasal 6
Bupati menetapkan persturan lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBRD. =

Pasal T

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penemputannya dalom Lembaran Daerh,

Ditetapkan di Ranai
Pada tangpal 10 Maret 2007

BUPATI NATUNA,

rs. H. DAENG RUSNADI, M.5i

Diundangikan di Ranai b
Padu tanggal

I enzhina Utama Muda
[ i onozzoms

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 20007 NOMOR ....oonmmens



Lampran [ @ PERATLIRAN DAERAH

Homar

1 2 Tahun 2007

Tangoal ;10 March J007

PEMEHRINTAH KABUPATEN NATUNA

RINGKASAN APBD ..
Tahun Anggaran 2007

i e“kﬂ:m Uraian Jumdah
1 2 E
4, PENDAPATAM e
4.1, Pandapatan Asli Dacrah = 34,249 500.000,0
4.1.1, Hasi Pajak Daerah : 650,000,000, 01
4.1 3 Hasil Robribusi Dasrsh 473, 500,000, ]
41,9, Haril Pen gelolasn Kekayasn Daersh yang Dipsshkarn 1,200,000 000, (]
4. L. 4. Laln-lain Pendapatan &g Daerah vang Sabk ) 35,926 0060 000, 0O
4. 2, Dana Parimbongan [0 B, TR 0400, 000, 10]
4,2, 1. Bagi Hazl Pajak | Bagl Hasd Buan Pajnk 10035 0 O, D, 1]
e Biana Mokasi Umiam = 199,408 000,000. 0
4. 3. Lain - fain pendapatan yang sah 13340, 000, DDy
4.3, 1, Pendppatan Hibsh - 1,600, 000,000.04
4.3 1 Dana Bagl Hasll Pajak dari Provins: dan Pemerniah Gaersh lakiyga 30,000,000 0
4. 3. 4, Dara Penyesualan dan Cionomi Khusis 2 500,000,000
Jiemlah PEMDAPATAN 1,247 303 200,000, 04
s, |BELANIA
5, 1, Ipalanja Tidak Langsung s 102 839 585,70 1.1
5L 1. Beionia Frgawal IE1, 566 £84 750 11
5. 4. 3. Beln o SUDsd 31,139 661,041.0)
5 1.4, Bestania Hilsah 0,940,000,000.01)
5 L5 Brlanga Bantisen Sosal ‘s 57,455 000,000, 0]
E:3 ;,'u- Balania Bantuan Keuangpan Kepada Frovinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa 452133, 260,000.0
5. 1. 8. Betnga Tidak Terduga 5,500, 000, DOC.0
5.2 Belanjs Langsung 1437775375, 206,64
BT i Bolanja Pagawal = 1001887085 707 (¥
5. & Bu:lwnga Barang dan Jasa 393, 100,544,009 [
5.2, 3 Batanja Moxdal | 004,23 511 447 ]
Jumiah BELANIA 19U, 16,261, 000,01
Surpdus /[ Defisit ) {633,301 861 600,00
5. |[PEMBIAYAAN
6.1, Penerimaan Pembiayaan EBOZ, 100,133, 596,01
61 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Oagrah Tahun Sebelumnya 1,692, 10,133,206, 0(
Jumiah Penarimann Pembiayvasn 1,652, 100,133,206,04
6.1, Pengeluaran Pembiayaan 192, 148.604,6 48,0
517 Pervertaan Modal [Investasi) Permerinbah Daersl 177,142 604 548
624, Pemberian Pinjaman Daerah dan Gbhgas Daerah ; 15,000 00,000, 1
Jumiah Pengeluaran Pembizyaan 92, T45.605.648.01
___ Pembiayaan neto LADYI50. 52764800
Sisa Lebih [ Kurang Pembisysan Anggaran Tohun Berkenssn | SILPAJSIKPA § BB DR D1 18,

RAMNATL, 10 March 2007

. DAENG RUSNADI, M.5i




